
BAB III 

QANUN DAN KEDUDUKAN QANUN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN 

 

A. Pengertian Qanun Aceh 

Istilah qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari 

qanna. Hal ini sebagaimana penjelsan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja 

qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat 

hukum (to make law, to legislate). Dalam perkembangannya, kata qanun 

berarti hukum (law), peraturan (rule, regulation), dan Undang-Undang 

(statute, code).61 

Sumber lain, Efendi merujuk pada Mohd. Din, menjelaskan bahwa 

kanon berasal dari kata Yunani kuno, yang berarti buluh. Oleh karenanya 

pemakaian “buluh” dalam kehidupan sehari-hari pada zaman itu adalah untuk 

mengukur, maka kanon juga berarti sebatang tongkat atau kayu  pengukur 

atau penggaris.62 

Lebih lanjut Ridwan merujuk pada A. Qodri Azizy menjelaskan, 

istilah qanun sebagai sebuah terminologi hukum sudah dipakai oleh al-

Mawardi dalam kitabnya al-ahkam al-Sultaniyah. Dalam praktiknya, 

61 Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang 
Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

62 Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, 
Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 1 Januari 2014, hlm. 30. 
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penggunaan kata qanun digunakan untuk menunjukkan hukum yang berkaitan 

dengan masyarakat (mu’amalat bayna al-nas) bukan ibadah. 

Selain itu, istilah qanun dipakai juga untuk dokumen-dokumen yang 

bernuansa hukum, seperti daftar (list), rekaman pajak tanah (register and list 

recording  land taxes). Mahmassani dalam bukunya menyebutkan tiga macam 

makna qanun :63 

1. Kodifikasi hukum (kitab undang-undang) seperti qanun pidana 

Libanon (KUHP Turki Usmani, KUH Perdata Libanon, dll). 

2. Sebagai istilah padanan untuk hukum ilmu qanun, qanun Islam 

berarti Hukum Islam. Qanun NAD berarti Peraturan Daerah 

(Perda) Nanggroe Aceh Darussalam. 

3. Undang-Undang. Apa bedanya yang pertama dengan yang ketiga 

ini ? Yang pertama itu sifatnya lebih umum sedangkan yang ketiga 

ini sifat lebih khusus, misalnya khusus UU perkawinan saja. 

Secara terminologi sebagaimana disebutkan diatas, qanun merupakan 

ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk 

kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana 

penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek 

mu’amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah. 

63 M. Solly Lubis. Aceh Mencari Format Khusus. Jurnal Hukum, Vol. 01. No.1 Tahun 2005, 
Hlm. 6. 
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Berikut terminologi qanun dalam beberapa penjelasan berdasarkan 

referensi yang ditemukan : 

1. Al-Yasa’ Abubakar, Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat 

dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus 

di Aceh. 

2. Qanun merupakan Produk hasil ijtihadyang menjadi sebagi huum 

untuk diterapkan dalam wilayah tertentu. Salah satu sumber 

menjelaskan qanun  adalah kumpulan kaidah  mengatur dasar dan 

hubungan kerja sama antara sesame anggota masyarakat dalam 

sebuah negara, baik secara tertulis  maupun secara tidak tertulis. 

Dalam pengertian ini, memaknakan qanun dalam arti luas yaitu 

mencakup segala peraturan. 

3. Sumber dari  Jabbar Sabil merujuk pada penjelasan Al-Najjar dan 

Abdul Allah Mubruk secara terminologi kata qanun berarti 

kumpulan kaedah yang mengatur hubungan masyarakat dimana 

jika diperlukan seseorang akan dipaksa oleh pemerintah untuk 

mengikuti aturan tersebut.64  

4. Sebutan qanun atau al-qanun tertuju pada hukum yang dibuat oleh 

manusia atau disebut juga hukum konvensional. Abdul Kareem 

menyebutkan, hukum konvensional/al-qanun al-wadh’y adalah 

64 Jabbar Sabil, Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh, Jurnal Transformasi Administrasi, Vol. 
02. No. 01. Tahun 2012, hlm. 201. 
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hukum yang menghasilkan oleh (kehendak) manusia, sebagai  

lawan dari hukum yang bersumber dari Tuhan /al-qawaaniin/al-

isyara’I ilahiyah. Namun dalam perkembangannya mengarah pada 

hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada waktu tertentu, 

atau menunjuk pada hukum positif.65 

Merujuk pada penjelasan tersebut, qanun adalah ketentuan hukum 

berdasarkan fiqh yang diperoleh melalui ijtihad ulama atau fuqaha’ yang 

berfungsi sebagai aturan atau hukum untuk wilayah tertentu. Hal ini sejalan 

dengan penjelasan Rusdji Ali Muhammad bahwa qanun dihasilkan melalui 

proses metode pemilihan hukum dari khazanah pemikiran dan ijtihad para 

fuqaha’. Selain itu juga harus dibuka peluang penemuan hukum atau ijtihad 

baru dalam hal-hal yang dibutuhkan pada masa kini.66 

B. Kedudukan Qanun Dalam Perundang-undangan 

Di masyarakat Aceh, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum 

atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian 

dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang 

dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan qanun. 

Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat islam yang telah beradaptasi 

menjadi adat istiadat Aceh. 

65 Efendi, Kedudukan Qanun Bidang Sumber Daya Alam Dalam Sistem Hukum Nasional, 
Jurnal dinamika hukum, Vol. 14. No. 1 Januari 2014, hlm. 30. 

66 Rusdji Ali Muhammad , Revitalisasi Syariat Islam Di Aceh, hlm.8. 
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Ketentuan tentang qanun terdapat di dalam UU No. 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintah Aceh, yaitu : 

1. Qanun Aceh Adalah peraturan perundang-undangan sejenis 

peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 Angka 21) 

2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan 

sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur 

penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat 

kabupaten/kota di Aceh. 

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari qanun 

dapat disamakan dengan Peraturan Daearah di Provinsi lain di Indonesia, 

tetapi pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda 

sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-

undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan pada 

syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD, hal ini berbeda dengan 

daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan 

ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, 

aturan-aturan qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum 

acara material dan formil di Mahkamah Syar’iah. 
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Jadi pengertian qanun tidaklah sama dengan Perda, karena isi dari 

qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh 

bertentangan dengan syar’iat Islam. Tetapi dalam hal hierarki hukum di 

Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan qanun 

dipersamakan dengan Perda di daerah lainnya. Menurut UU No.12 Tahun 

2011 disebutkan bahwa jenis dan hierarki peaturan perundang-undangan 

adalah sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011)  

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Ketetapan Majelis Pemusyaratan Rakyat. 

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang. 

4. Peraturan Pemerintah. 

5. Peraturan Presiden. 

6. Peraturan Daerah Provinsi. 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pada penjelasan Pasal 7 disebutkan bahwa termasuk dalam jenis 

Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun yang berlaku di Daerah Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di 

Provinsi Papua. 
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Berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan qanun diakui dalam 

hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. 

Pemahaman dalam UU No. 12 Tahun 2011 ini dapat saja diterima dalam hal 

kedudukan qanun. Pemahaman ini akan lebih mempermudah Pemerintah 

Pusat dalam melakukan pengawasaan dan pembinaan terhadap daerah, 

terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. 

Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat 

terhadap NAD. Contohnya saja, berdasarkan kekhususan yang diberikan Pusat 

kepada NAD , maka DPR Aceh dapat mensahkan qanun tentang jinayat atau 

peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syari’ah. Hanya 

saja memang produk dari qanun ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus 

dipenuhi oleh Pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan 

aqidah, syar’iyah, dan akhlak yang dalam  penjabarannya meliputi : 

1. Ibadah. 

2. Ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga). 

3. Muamalah (hukum perdata). 

4. Jinayah (hukum pidana). 

5. Qadha (peradilan). 

6. Tarbiyah (pendidikan). 

7. Dakwah. 

8. Syiar. 
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9. Pembelaan Islam. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan dari qanun ini, dapat 

disimpulkan bahwa pengertian qanun dapat saja dianggap “sejenis” (atau 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai semacam serupa 

dengan Perda, tetapi dari segi isinya berbeda, karena qanun mempunyai 

keistimewaan yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain di Indonesia. 

Adapun kedudukan qanun terdapat di dalam peraturan perundang-

undanagan sebagai berikut : 

1. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam. Kedudukan qanun terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 

yang mengatakan bahwa “qanun Provinsi NAD adalah peraturan 

daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi 

NAD dalam rangka  penyelenggaraan otonomi khusus.” 

2. UU No. 11 Tahun 2006 tetang Pemerintah Aceh. Pasal 21 dan 22 

menyatakan bahwa qanun adalah peraturan perundang-undangan 

sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. 

3. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Penjelasan Pasal 7 huruf f yang mengatakan 
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bahwa “termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah qanun 

yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus 

(Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku 

di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.” 


